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ABSTRACT 

Corruption is a serious problem, this criminal act could endanger the 
stability and safety in the society, social-economic, and also politic development, 
and could ruining the value of democracy and morality. In the corruption 
eradication, recently we heard about “whistle-blower” as one of the efforts in 
corruption eradication process. Whistle blower is the person that gives reports or 
witnessed about the existence of corruption assessment, he also the person who 
does corruption. The existence of whistle blower has the important role that could 
break the chain of corruption also the law mafia, so it is normal that whistle 
blower should have protection. This research aims to obtain data about the use of 
the protection that given for the whistle blower and to obtain data about the kind 
of protection that suitable by the law enforcement for the whistle blower in order 
to solve corruption problem. This law research’s characteristic is normative and 
use deductive method. The result from this research shows that there are two 
argumentations about the necessary of protection for whistle blower which is 
whistle blower as the reporter that brave to reporting the corruption assessment 
that engaging, so they need to get some appreciations and the other is whistle 
blower that break in the organization crime networking and get threat for himself 
or his family so their safety is in danger, so they need special protection from the 
government; and the right form of the protection for whistle blower to solve 
corruption is the repressive protection, preventive protection, physical protection 
and also psychological protection, law protection.  

Keyword: Law protection, Whistle-Blower, criminal act, corruption. 

Pendahuluan 

Saat itu salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal 

adalah masalah korupsi 1 . Korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih 

                                                           
1 Igm Nurdjana, 2010, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, “Perspektif Tegaknya 

Keadilan Melawan Mafia Hukum”, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.1  
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ABABABSTSTSTRARARACTCTCT 

CoC rruppptititiono iss aa ses rious prprp oboboblelelem,mm, tthihis crimiminininalaa  actctt ccouo ld endndndanger the 
stababbililiity annd d d sasasafefefetyt  in thhe e e sososo iciety, social-econommmicicic,, , and alsosoo pppolololitititicic devvelelelopment,
ananand d cooulululd d d rururuiininining g thththe value of democracy and mmorororala itty.y. IIIn n n ththt e corrrrrupuu tion 
ereraddiciccatatatioioion,n,n, rreccenenentttly we heard about “whistle-blower” asass oonene oooff f thththe ee efe fofortrtrts in 
corrupupuptititionono eeraraaddidication process. Whistle blower is the person ttthahah t gigigiveveves s s rereporttsss or 
wiwitntntnesesessssed abababout the existence of corruption assessment, he alsssooo the e e pepepersrsrsoon wwhhoh  
doodoeseses ccorruruuppption. The existence of whistle blower has the importantntnt rololleee thththatatat cccouo lddd 
brbrbreaeaeak kk ththeee chain of corruption also the law mafia, so it is normaaal l thhhataat wwwhihh stlelee 
blblblowoo er ssshould have protection. This research aims to obtain data aboboout ttthehehe uuusse of f
thththe ee proototection that given for the whistle blower and to obtain data abbbout thththee kikindndnd 
of protttection that suitable by the law enforcement for the whistle blowwwer in oordrdrderr 
to solvvve corruption problem. This law research’s characteristic is norrrmam tivevee anddd 
uususee deeeductive method. The result from this research shows that theeere aaarrre twoo 
arguguumemementations about thee necessary of protectiono  for whistle blowwewer r r wwwhich h h isisis 
whistle blowerer aaasss thththee rerepopop rtrter ttthahahat brave tototo reppporortitingngg tthehehe cccororo ruption assessmemementntnt 
that engaging, so they need to ggetetet sommmeee appreciations and the other is whihihiststtlelele 
blblb ower that break in the organization n crcc ime networking and get threat for hihihimsmsmseleelf 
ooror hhhisiis family so their safety is in danger, so they need special protection n n ffrfromomom ttthhhe 
gogogovevevernrnr memementntnt;; ; anananddd thththeee riririghghghttt fofoformrmr  of the protototececectititiononon fffororor wwwhihihistststlelele bbblololoweweerrr tototo sssooolve 
cococorrrrrrupuptititiononon iiisss thththeee rerereprprpresese sisiiveveve ppprororotetetectctctioioion,,, ppprerereveveventntntiviviveee prprp otototececectititiononon,,, phphphysysysicicicalalal ppprororoteteteccction 
ananand d d alalalsososo ppsysychchololologogogicicicalal ppprororotetetectctctioioi n,n lllawawaw ppprrorottectctioioionnn. 
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Pendahuluan 

Saat itu salah satu tindak pididdanannaaa yang dapat dikatakan cukup fenomenal 
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dibandingkan dengan tindak pidana lainnya di berbagai belahan dunia, fenomena 

ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak 

pidana korupsi, karena dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi dapat 

menyentuh berbagai bidang kehidupan2.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat definisi tentang korupsi, yaitu 

terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang memuat perbuatan yang dilarang dan 

dikategorikan sebagai perbuatan pidana korupsi. Dalam pemberantasan korupsi, 

akhir-akhir ini sering terdengar istilah Whistle-Blower sebagai salah satu upaya 

dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi.

Problematika yang sering dihadapi seorang Whistle-Blower adalah Whistle-

Blower ini belum mendapatkan apresiasi yang baik, minimnya dukungan, 

perlindungan apalagi penghormatan atau penghargaan yang memadai bagi 

mereka3. Sampai saat imi perlindungan terhadap Whistle-Blower di Indonesia 

belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang 

Whistle-Blower. Lemahnya jaminan perlindungan hukum terhadap peranan 

penting seorang Whistle-Blower dalam proses peradilan pidana guna mengungkap 

kebenaran materiil dari suatu tindak pidana, diperlukan adanya suatu aturan 

hukum yang secara rinci dan tegas mengatur tentang perlindungan bagi Whistle-

Blower.

                                                           
2 Evi Hartanti, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1. 
3 Anwar Usman, dan A.M. Mujahidin, Whistleblower Dalam Perdebatan Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, dapat diakses pada http://www.pn-purworejo.go.id., diuduh pada hari Senin, 24 
Februari 2014, Pukul 19.15 WIB.  

 

pidana korupsi, karena dampapapakk k yyang dittimimbububulklklkana  dari tindak pidana korupsi dapat 

menyentuh berbagaiaiai bbbiidang kehidupan2.

Berdasasasara kak n Undang-U-UUndnddananang g NoNoNomomomorr 31 Tahununn 1999 Tentang

Pemberereranantat san Tindnddakakak PPPidididana KKorupsi i memuuaatat dddefefefinininiisi tentang kokokorupsi, yaitu 

teerdrdrdaapat dddalalalamamam PPPasal 222 dddan Pasal 3 yang memuatatat pppere buatattananan yyyananang dilaarararang dan 

dikaatetetegogogoriririkakakan n seseebbbagai perbuatan pidana korupsi. Dalam peeembmbm ererananntatatasasasan n n kooruruupsp i, 

akkkhihih rr-- kakakhir r r ini sering terdengar istilah Whistle-Blower sebagai sasas laah hh sasasattutu uupapayyya 

dadadalalalammm prprroses pemberantasan tindak pidana korupsi.

Problematika yang sering dihadapi seorang Whistle-Blower adaaalah r WhWhistltllee--

BlB oweer ini belum mendapatkan apresiasi yang baik, minimnya dukkununungann,n, r

perlinininddudungan apalagigigi pppenenenghghghororormatan atau pppenenenghghghararargagagaan yang meeemmmadai bababagigigi 

mem reka3. Sampai saat imi perlindududungngngananan terhadap Whistle-Blower di Indonononesessiiia 

bebebelulum m m ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khhusususuusus tttenenntatatang 

WhWhWhisisistltle-BlBlBlowowere . LeLeLemamamahnhnhnyaya jjamamminininananan ppperererlililindndunungagaannn huhuhukkukumm tete hrhrhadapapp ppperereranan 

pentinininggg seseoranngg g WWWhhhistleWWWW -Blower dadadalam prrosososes peradilan pidididananana a gugg nana mmmengungkap

kebenaran materiil dari suatu ttitindak piddaaana, diperlukan adanya suatu aturan 

hukum yang secara rinci dan tegagagas s menggatatatur tentang perlindungan bagi WhistleWW -

Blower.



 
 

 
 

Berdasarkan Persoalan di atas, maka penulis melakukan pengkajian secara 

ilmiah dalam bentuk skripsi, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Whistle-Blower perlu mendapatkan perlindungan dalam sistem 

peradilan pidana ? 

2. Bagaimana bentuk perlindungan yang tepat bagi Whistle-Blower dalam 

penyelesaian tindak pidana korupsi ?  

Metode 

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum 

normatif. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bertumpu pada data 

sekunder  yang bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 

bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang 

Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban; 

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi 

Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku (Justice Collaborator);

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap 

Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat.

1. Mengapa Whistle-Blowwwererer perlul  menendadadapapapatkan perlindungan dalam sistem rr

peradilan pidaaannana ? 

2. Bagaimmmanana bentuk perliindndn ununungagag nn n yayayangngn tttepepat bagi WhWhhisisistlt e-Blower dalam r

pepepenyelesaian ttininindadaak k k pppidana kkorup isi ??  

MMMetoodedee 

JeJeJennis s ppenelitian dalam penulisan hukum ini adalah hh pepenelililitititiananan hukkuuum 

nononormrmmaatif. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bertummmpup pppadadadaa a datataa 

sesesekukuk ndndeeer  yang bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum seses kukuundndndererer ddanann 

bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Unnndad ng DDaaasaaar 

ReReRepupup bbblik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19989811 TTTentaangngng 

Hukum Acara a PiPiPidadadananana;; UnUnUndadadangngng-U-U-Undang g g NoNoNomomomorrr 313131 TTTahahahununun 1999 jo. Undadaangngng--

UnUnUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentangn  Perubahan  Atas Undang-Undanggg NNNomomomooor 

313131 TTTahahahununun 11999999999 TTeTentntntanananggg PePePembmbmberererananantasan TiTiTindndndakakak PPPidididanananaa a KoKoKoruupspsp i;i;i; UUUndndndananang-g-g-UnUnUndddang 

NoNoNomomomor r r 303030 TTTahahahununun 222000000222 TTTentananng g g KoKomimimissisi PPememmbbeberantnttasasasanan TTTininindadadakkk PiPiPidadadananana KKKorupsi; 

Undang-Undang Nomor 13 Tahununn 2006 TeTeTentang Perlindungan Saksi dan Korban; 

Surat Edaran Mahkamah Agunnng gg No. 4 TTTahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi 

Pelapor Tindak Pidana (Whistlebloloowew r) dadadan Saksi Pelaku (Justice(( Collaborator);

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 22000000222 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap 



 
 

 
 

Bahan hukum sekunder berupa data yang langsung diperoleh dari objek 

penelitian dilapangan melalui wawancara dengan narasumber serta bahan-bahan 

hukum yang didapat dari pendapat hukum, buku-buku, serta artikel dan jurnal 

yang diperoleh dari internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan 

penulis teliti.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini 

bahan hukum tersier yang digunakan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan 

guna memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan 

hukum tersier  dan wawancara dengan narasumber yang mempunyai relevansi 

dengan permasalahan yang akan dikaji yaitu Ibu Arini, SH., selaku Hakim 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta. 

Metode yang digunakan dalam menganalisis adalah deskripsif kualitatif 

dengan alur berpikir deduktif, yaitu dimulai dari peraturan hukumnya kemudian 

dibawa kedalam permasalahan yang sebenarnya. Sedangkan kualitatif adalah 

menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematiskan tersebut 

dengan cara yang didapat dari teori-teori hukum positif untuk dapat menjelaskan 

permasalahan penelitian hukum ini dalam bentuk kalimat yang mudah dimengerti, 

logis dan bersifat ilmiah.

hukum yang didapat dari pepeendndndaapatt hukkumm, , bubub ku-buku, serta artikel dan jurnal 

yang diperoleh dararrii i iinternet yang berkaitan dengann pppermasalahan yang akan

penulis telitiii..

BBaBahah n hukum m m tetetersrsrsieieier r merupakkan bab hhan huhuhukukukum m m yyayang membeririikakk n petunjuk 

teerhrhrhaadap bbbahahahananan hhhuku ummm ppp iririmer dan bahan hukum sesesekukuk nderrr. . DaDaDalalalam mm peneelililitian ini 

bahaan n n huhuhukukukum m teteerrrsier yang digunakan yaitu Kamus Besar Bahahahasasa a InInI dododonenenesisisiaa.

MMeMetototode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan stststududi kekekepupupuststakakaaaaan nn

gugugunanana mmeeemperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder mmmaupupupun n n bababahan n

huhukkummm tersier  dan wawancara dengan narasumber yang mempunyyyai rerellelevannsnsi 

ded ngann permasalahan yang akan dikaji yaitu Ibu Arini, SH., sellakaku HaHaHakimm m 

Penggadadadilan Tindak PiPiidadadananana KKKorororupupupsi Yogyakartrtrtaa.a. 

Metode yang digunakan daalalalam m m mmmenganalisis adalah deskripsif kuaaalililitataatitiif 

dededengngngananan alur berpikir deduktif, yaitu dimulai dari peraturan hukumnyayaya kkkemememudududiiian

dididibababawawwa kkk deded lalalamam pppererermamamassasalalahahan n yayayangngng sssebebebeenenararnynyaa.. SeSeSedadadangngkkakann kkukualititatatatififif aaadddalah 

mengganananalala isisiis pppemememaaaparan hasil-hasisisil l penuliliisssan yang sudahhh dddisisisisistemaatitiiskskskan tersebut 

dengan cara yang didapat dari teeeoori-teori huhuukum positif untuk dapat menjelaskan 

permasalahan penelitian hukum innnii dalam m bbbentuk kalimat yang mudah dimengerti, 

logis dan bersifat ilmiah.



 
 

 
 

Hasil dan Pembahasan 

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi 

Istilah korupsi berasal dari perkataan latin “coruptio” atau “corruptus” 

yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Pada mulanya pemahaman 

masyarakat tentang korupsi mempergunakan bahan kamus, yang berasal dari 

bahasa Yunani Latin “corruptio” yang berarti perbuatan yang tidak baik, 

buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, 

melanggar norma-norma agama materiil, mental dan hukum. Pengertian 

tersebut merupakan pengertian yang sangat sederhana, yang tidak dapat 

dijadikan tolok ukur atau standar perbuatan korupsi. 

Korupsi dalam arti hukum, pengertian korupsi adalah tingkah laku yang 

menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh 

para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas 

tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat 

dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan 

tersebut adalah tercela. 

Istilah korupsi baruu dikenal sekitar tahun 1957, bersamaan dengan 

dikeluarkannya Pearturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957 tentang 

pemberantasan korupsi, Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/08/1957

mengenai pemilikan harta benda, dan Peraturan Penguasa Militer No. 

PRT/PM/011/1957 mengenai penyitaan dan perampasan barang. Ada berbagai 

bentuk kegiatan dalam gerakan anti korupsi berupa pemsangan pamflet 

(selebaran-selebaran) dan gambar-gambar yang dipampang di tempat-tempat 

Istilah korupsi beraaasasasalll dddarii perkakatatataananan latin “coruptio” atau “corruptus”

yang berarti kkkeererusu akan atau kebobrokan. PaPadadada mulanya pemahaman 

masyarakkkatatat tentang korupsii mmmememempepepergrgrgunununakaka ananan bbahan kamusus, , yayy ng berasal dari 

bahahaasasa Yunani LaLaLatitiinn n “corru tptiio”” yang bebeberararartrtrtii pepeperrbuatan yanggg tidak baik, 

bbburuk, cccurururananangg,g, dapapapatatat disuap, tidak bermoralll, mmmenyimpmpm ananang g g dari kkkesee ucian, 

memeelalalangngngggagar nononorma-norma agama materiil, mental dannn hhukukkumumum.. PePeP nggererrtian 

tetet rsrseebutut merupakan pengertian yang sangat sederhana, yyyanana g tititidadadak k dad papaat 

dididijajadidiikkkan tolok ukur atau standar perbuatan korupsi. 

Korupsi dalam arti hukum, pengertian korupsi adalah tingkaaah laakukuk  yanananggg

mennguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan oranggg lainn,, , olehhh 

paaararara pejabat pemmmerererininintatatahhh yayayang langsung gg mememelalalangngnggagagar r batas-batas huhuhukkum ataa asasas 

tingkah laku tersebut, sedangkkkananan mmmenurut norma-norma pemerintah dadadapapapat 

dididianananggggg ap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnsnnisisis tttininindadaakkkan 

tetetersrsebbbutut aaddadallalahh h tetetercrcrcelelelaaa. 

IIsttilalahh h kokokorupsi baruu didid kenal sesesekitar tahun 191919575757,,, beb rsamamamaaaan dengan 

dikeluarkannya Pearturan Peenenguasa MiMiiliter No. PRT/PM/06/1957 tentang

pemberantasan korupsi, Peratutuurar n Peennnguasa Militer No. PRT/PM/08/1957

mengenai pemilikan harta bendndnda, ddan Peraturan Penguasa Militer No. 

PRT/PM/011/1957 mengenai penyitat an dan perampasan barang Ada berbagai



 
 

 
 

ramai. Belakangan kasus-kasus korupsi merebak pula di sejumlah DPRD era 

reformasi. Komisi Pemberantasaan Korupsi atau di singkat menjadi KPK adalah 

komisi yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan 

memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi4.

Faktor-faktor terjadinya korupsi adalah :

a) Keserakahan manusia, 

b) Faktor ekonomi yang rendah mengakibatkan seseorang melakukan tindak 

pidana korupsi demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, 

c) Kurangnya pengawasan dari instansi yang terkait, dan 

d) Adanya faktor kesempatan atau peluang untuk melakukan tindak pidana 

korupsi. 

Faktor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah keadaan moral dan 

intelektual para pemimpin masyarakat. Adapun akibat dari korupsi sebagai 

berikut:

a) Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah, 

b) Berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat, 

c) Menyusutnya pendapatan negara, 

d) Rapuhnya keamanan dan ketahanan negara, 

e) Perusakan mental pribadi, dan 

f) Hukum tidak lagi dihormati. 

                                                           
4http://www.kumpulansejarah.com/2013/05/menelusuri-sejarah-korupsi-di-indonesia.html, 

diunduh pada hari Senin, 24 Februari 2014, Pukul 19.15. 

komisi yang dibentuk pada a a tatatahhuhun 2000303 uuuntntntukuu  mengatasi, menanggulangi dan 

memberantas korururuppspsi di Indonesia. Komisi ini diddiririkikikana  berdasarkan Undang-

Undang RRRepepublik Indonesisiiaa a NoNoNomomomor r r 30303 TTaha un 2002 2 memm ngenai Komisi 

Pembbbererantasan Tiindndndakakak PPPiidi ana KKorupsii44.

FFFakakaktototorrr--fakttororr ttteeerjjadinya korupsi adalah :

a)a)a) KeKeKesseseraakakakahhhan manusia, 

b)b)b) Faktktktor ekonomi yang rendah mengakibatkan seseorang mmmele akakkukukukanana ttinindadaak kk

pipipidana korupsi demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hhhaari, 

c) Kurangnya pengawasan dari instansi yang terkait, dan 

d) Adanya faktor kesempatan atau peluang untuk melakukan tinndndak pppidididana a 

korupsi. 

Faktor yang paling penting dalammm ddinnnaaamika korupsi adalah keadaan moralalal dddananan 

ininintetetelelelektual para pemimpin masyarakat. Adapun akibat dari korrupupupsisi sssebebebagaga ai 

bebeberirir kukut:

)a)a) BeBeBerkrkrkurangnya kepererercayaann ttterhadap pemeriririntntntahahah,,,

b) Berkurangnya kewwwibawaan ppemerintah dalam masyarakat, 

c) Menyusutnya pendddaapatan nneeegara, 

d) Rapuhnya keamanan dad n n kkketahanan negara,

e) Perusakan mental pribaadddi dan



 
 

 
 

B. Tinjauan Tentang Whistle-Blower Dalam Proses Perkara Pidana

Whistle-Blower adalah seseorang yang memberikan laporan atau 

kesaksian mengenai suatu tindak pidana kepada aparat penegak hukum, dapat 

dipahami sebagai saksi pelapor, namun dia juga termasuk sebagai tersangka atau 

ikut terlibat dalam tindak pidana tersebut dan kesaksian yang dilaporkan yang 

pertama kali, sehingga dengan laporan tersebut dapat mengungkapkan suatu 

tindak pidana yang terjadi. Whistle-Blower merupakan alat penting dalam 

melawan kejahatan terorganisir seperti dugaan tindak pidana korupsi. Sebagai 

orang dalam yang menjadi bagian dari lingkungan tempat informasi yang dia 

bocorkan, tentulah sangat faham mengenai apa dan bagaimana modus kejahatan 

yang selama ini terbungkus rapi dan bersifat rahasia bagi publik dan aparat 

hukum.  

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia Whistle-Blower

seringkali disamakan dengan pelapor. Dalam prakteknya dibedakan antara 

Whistle-Blower dengan para pelapor dan informan. Perbedaan utamanya adalah 

para whistle-blower tidak akan memberikan kesaksiannya ke muka persidangan 

(peradilan), jadi jika ia memberikan kesaksiannya ke muka persidangan maka 

statusnya menjadi saksi5.

Whistle-Blower memegang peran dalam membongkar bermacam 

pelanggaran hukum atau kejahatan, mal adminitrasi, kecurangan, mis-

manajemen, salah pengurusan, kelalaian yang memiliki dampak yang merugikan 

                                                           
5http://repository.widyatama.ac.id/bitstream/handle/10364/1024/bab1-2.pdf?sequence=3, diunduh 

pada hari Selasa, 25 Februari 2014 Pukul 14.00 WIB. 

kesaksian mengenai suauaatututu tiinddak pidana kkeppadadadaa a aparat penegak hukum, dapat 

dipahami sebagggaiaiai saksi pelappororo , namun dia juga termasukk k sess bagai tersangka atau 

ikut terliiibababat dalam m m tindnddakaka  piddananana aa tetetersrssebebebututut ddanana kkkesee akaksian yang g didd laporkan yang 

pertrttaamama kalilii,, sesehingngnggaga denngagag n n lalalapopoporararann n tetersrsebe ut dddaapapat mmmenengug ngkaapkpkpkan suatu 

titindakak pppidididanananaa yayaangngng terjadi. Whistle-Blower merupppakakakan aaalalalat tt pepep nting dalam r

meelalalawawawann kekeejajajahatan terorganisir seperti dugaan tindak pidannna a kokooruruupspspsi.i. Sebbagagagai 

orororananang dadaallal m yang menjadi bagian dari lingkungan tempat infororormamaasisisi yyyananang g diiaa a

bobobocorkrkkan, tentulah sangat faham mengenai apa dan bagaimana mododdusus kkkejejejahahahatanan 

yangg selama ini terbungkus rapi dan bersifat rahasia bagi publikkk dan apapaaraaatt 

huhh kuuum.  

Dalam peraturan peeerururundnn annng-g-g-uuundddangan Indonesia Whistle-Bllowowowereer

seseserir ngkali disamakan dengan pelapor. Dalam prakteknya dibedakananan aaantntntaaara 

WhWhWhisisistltltleee-BlBBlowowowererer dededengngngana ppparararaaa pepepelalalapopopor dadadan n n inininfofoformrmrmana . PPPererbbebedadadaananan uutatatamamamanynynyaa a adadadalah 

paaararar  whwhwhisisistltltleee--blblblowwwererer tidak akannn membeb rikakakan kesaksiaiannnnnnyayay kkkeee mumumukakaka pppererersidangan 

(peradilan), jadi jika ia membeereriki an kesesakaa siannya ke muka persidangan maka 

statusnya menjadi saksi5.

Whistle-Blower memegaaangngn  peran dalam membongkar bermacam 

pelanggaran hukum atau kejahatan mal adminitrasi kecurangan mis



 
 

 
 

bagi publik. Whistle-Blower tidak hanya dikenal dalam pengungkapan tindak 

pidana tetapi perbuatan curang lainnya baik yang merugikan masyarakat (public 

sector) maupun perusahaan (private sector) dalam perkara perdata, perburuhan, 

kesehatan, lingkungan hidup, dan  lain-lain6.

C. Perlindungan Hukum Bagi Whistle-Blower

Sesuai dengan latar belakang masalah dalam bab I skripsi ini, 

problematika yang sering dihadapi seorang Whistle-Blower adalah whistle-

blower ini belum mendapatkan apresiasi yang baik, minimnya dukungan, 

perlindungan apalagi penghormatan atau penghargaan yang memadai bagi 

mereka 7 . Keberadaan Whistle-Blower merupakan peran penting yang dapat 

memutus rantai dari tindak pidana korupsi dan mafia hukum, sehingga sangat 

wajar jika Whistle-Blower harus mendapatkan perlindungan hukum. Adanya 2 

(dua) alasan perlunya perlindungan hukum bagi Whistle-Blower, sebagai berikut:  

a) seorang Whistle-Blower itu berperan sebagai pelapor yang berani 

melaporkan adanya suatu dugaan tindak pidana korupsi, dan yang 

melibatkan dirinya, maka seeorang Whistle-Blower itu perlu 

mendapatkan apresiasi; dan 

b) seorang Whistle-Blower yang berperan membongkar adanya jaringan 

organisasi kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Seorang Whistle-

Blower mendapat ancaman, baik bagi dirinya maupun keluarganya, 

                                                           
6A.H.Semendawai,Op. Cit.,
7 A.H.Semendawai,Perlindungan Saksi dan Korban sebagai Whistleblower dalam Lingkup 
Pengawasan Internal Kementerian atau Lembaga, bahan paparan, http://www.slideshare.net , 
yang diunduh pada hari Senin, 24 Februari 2014, Pukul 19.00 WIB 

sector) maupun perusahaan n (((pprpriivatte(((( secttororr))) dadd lam perkara perdata, perburuhan, 

kesehatan, lingkunnnggagan n hidup, dan  lain-lain6.

C. Peerlrlrlinindungan HHHukukukumumum Baggiii WhWhW isistltle-e-BlBlB owowowerere

SeSeSesususuaiai ddenenengggan latar belakang masalah dddalalamam bbbababab III skrripippsis  ini, 

proboboblelelemamam titikakaa yang sering dihadapi seorang Whistle-Blowwwerer aaadadadalalalah h h r whhisisstltt e-

blblblowowo er iiinnni belum mendapatkan apresiasi yang baik, minimmnmnyaaa dddukukukununungann,n  r

pepeperrlinndddungan apalagi penghormatan atau penghargaan yang mmememamaadadadai i i bab gii 

mereekkak 7 . Keberadaan Whistle-Blower merupakan peran penting yang ddapapapaaat 

mem mmum tus rantai dari tindak pidana korupsi dan mafia hukum, sehinnnggga a sssangaatat 

wajar r jika Whhisisstltltleee--BBlBlower haharururus ss mendapppatatatkkakann pep rllinindududungngngana  hukumm. Adanyayaya 222 

(dua) alasan perlunya perlindungan hhhukukukum bagi Whistle-Blower, sebagai bebeeriririkukukutt:  

a)a)a) seseseorororananggg WhWhisistltlle-ee BlB ower itu berperanan sssebebebagaggaiai pppelelapapapororor yyananngg g bebeberrrani 

melapop rkrkrkananan aadadanynynyaaa suatattu u u dududuggagaana ttininindadadak k pipipidadadananan  koruppsii,, , dadadan n n yang 

mememelililibababatktkan dirinya, mmam ka ssseeorang Whistle-BlBlBlowowowererer itu perlu 

mendapatkan apresiasi; ddan 

b) seorang Whistle-Blower yang bbeeerperan membongkar adanya jaringan 

organisasi kejahatan luar bibibiaasaa a (extraordinary crime). Seorang Whistle-

Bl d b ik b i di i k l



 
 

 
 

sehingga keselamatan Whistle-Blower sebagai saksi yang melaporkan 

atau mengadukan sangat terancam maka perlu mendapatkan 

perlindungan khusus dari pemerintah. 

Adapun 3 (tiga) urgensi yang bisa diungkapkan pentingnya bentuk perlindungan 

hukum bagi Whistle-Blower dalam sistem peradilan Indonesia, yaitu : 

Pertama, perlindungan bagi whistle-blower dalam sistem peradilan di Indonesia

diperlukan karena undang-undang yang ada belum menjamin sepenuhnya 

perlindungan bagi Whistle-Blower;

Kedua, perlindungan bagi Whistle-Blower  dalam sistem peradilan di Indonesia 

sangat penting untuk menjamin keselamatan bagi Whistle-Blower dan 

keluarganya; 

Ketiga, peran Whistle-Blower sebagai saksi kunci atau saksi pengungkap sangat 

dibutuhkan, apalagi dibongkarnya kasus-kasus besar korupsi di Indonesia berkat 

bantuan dari Whistle-Blower8.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan 

bagi seorang yang berperan sebagai Whistle-Blower, yaitu :

a) Memberikan penghargaan berupa peringanan ancaman hukuman pidana. 
Besarnya peringanan yang diberikan ini ditentukan dari hasil musyawarah 
para hakim, 

b) Dalam masa penahanan Pengadilan memberikan tempat atau ruangan yang 
nyaman dan terhindar dari berbagai macam ancaman, dan 

c) Pada saat proses pemeriksaan tahap interogasi terhadap whistle-blower
dilakukan dengan menjaga harkat dan martabatnya, diperlakukan secara 
baik dan tidak semena-mena. 

                                                           
8Ibid.

perlindungan khusus s s dadada iriri pemerinintatatahh.h. 

Adapun 3 (tiga) ururrggegensn i yang bisa diungkapkan pentntininngngngnya bentuk perlindungan 

hukum bagigigi WWhistle-Blower dadaalalam m m sisis stststememem pppererradada ililan Indonessiaiaa,, yayy itu : 

Pertrtrtamama, peerlrlrlinini dungngganana bbagi i whhisisstltltleee-blblblowowowerer dadalam sisisissts em pppererada ilan dddii i Indonesia

did pep rlukukukananan kkkarena a a undang-undang yang ada beluumm m meenjnjnjamamamininin sepennnuhu nya 

perlrlrlininindududungnganann bagi Whistle-Blower;

KeKeKedudud aa,, perlindungan bagi Whistle-Blower  dalam sistem peradilaanan di InInIndododonenn siiaa a 

sasasangngatatat penting untuk menjamin keselamatan bagi Whistle-BBlB owwwererer dadaannn 

keluaaarganya; 

Ketititigagga, peran Whhisisistltltleee--BlBlBlowwererer sess bagai saksssii i kukukuncn iii atatatauauau sssaksi pengungngngkkkap sangnngatatat 

dibutuhkan, apalagi dibongkarnya kkkasassuuus-kasus besar korupsi di Indonesia bbbereerkakakat 

bababantntntuauauan nn dari Whistle-Blower8.

BeBeentntntukukuk-b-b-benentututukkk perlrlrlininindud ngnggananan hhukukumumum yannnggg didiibebeberiririkakakann n ololleheheh PPPenennggadilan 

bagi seorang yang berperan sebbbaaagai Whhhisisi tle-Blower, yaitu :

a) Memberikan penghargaanann berupa ppperinganan ancaman hukuman pidana. 
Besarnya peringanan yanggg diberikkanann ini ditentukan dari hasil musyawarah
para hakim, 

b) Dalam masa penahanan Pennggagadiilalaan memberikan tempat atau ruangan yang 
nyaman dan terhindar dari berbrbrbaaagai macam ancaman, dan 

c) Pada saat proses pemeriksaann tahap interogasi terhadap whistle-blower



 
 

 
 

Berdasarkan uraian terkait penjelasan dan pendapat dari narasumber 

tersebut di atas, maka bentuk perlindungan yang tepat bagi Whistle-Blower 

dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi adalah :  

a) Perlindungan represif 

Bentuk perlindungan represif ini berupa antisipasi dari segala tindakan 

atau resiko yang tidak diinginkan, dengan memanfaatkan lembaga atau 

badan yang telah ada melalui fungsi dan kewenangan dari lembaga 

tersebut, misalnya, adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan 

adanya Whistle-Blower system oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi;  

b) Perlindungan preventif  

Bentuk perlindungan preventif ini berupa pembentukan peraturan 

perundang-undangan secara khusus untuk mengatur perlindungan terhadap 

Whistle-Blower;

c) Perlindungan fisik dan psikis  

Bentuk perlindungan fisik dan psikis ini dapat berupa :  

1) Penahanan yang dilakukan dari tahap penyelidikan, penyidikan, 

penuntutan dan sampai proses pelaksanaan hukuman pidana, 

Pengadilan memberikan tempat atau ruangan yang nyaman dan 

terhindar dari berbagai ancaman;  

2) Tahap interogasi seorang Whistle-Blower diperlakukan dengan baik 

dan tidak semena-mena, serta menjaga harkat maupun martabatnya; 

dan  

dalam penyelesaian perkararaa tttininindddak k piidad nana kkkoroo upsi adalah :  

a) Perlindungananan rreepresif 

Benttukukuk perlindungan rereeprprpresese ififif iiininini bbberere upupupa a antisipasi dddararari i segala tindakan 

atatau resiko yayayangngng tttiidi ak ddiiiingiinkak n, ddenngagagan n n memememmmanfaatkan lllemee baga atau 

baadadadann n yayayangn ttelelelahahah ada melalui fungsi dadadann n kek weenananangngngananan darii lelelembaga

tetetersrsrseebutut,,, misalnya, adanya Lembaga Perlindungan SaSaSaksksi i dadaan nn KoKoKorbr anan dan 

adanannya Whistle-Blower system oleh Kementerian Pendayagagagununaaaaaan n n AApApararatatuuur 

NNNegara dan Reformasi Birokrasi;  

b) Perlindungan preventif  

Bentuk perlindungan preventif ini berupa pembentukannn perratataturannan 

perundang-unnndadadangngngananan sssecececara khusus uuntntntukukuk mmmenenengagagatur perlindungggananan terhadadadappp

Whistle-Blower;

c)c)c) Perlindungan fisik dan psikis  

BeBB ntnt kukuk ppererlililindndndununungagan fifisisiikkk dadadann n pspspsikikikisisis iiinini ddapapatatat bbberererupupu a a :  

1)1)) PePenananahahahanan yang dilllakaka ukan dddari tahap penynynyelelelididikikann,,, pppenyidikan,

penuntutan dan saamampai prososses pelaksanaan hukuman pidana, 

Pengadilan memberiikakak n tempmppat atau ruangan yang nyaman dan

terhindar dari berbagai aanancaammman;  

2) Tahap interogasi seorang Whistle-Blower diperlakukan dengan baik



 
 

 
 

d) Perlindungan hukum  

Bentuk perlindungan hukum ini dengan cara pemberian reward

(penghargaan) berupa keringanan hukuman dan Hakim dapat memberikan 

penilaian terhadap Whistle-Blower dianggap tidak  terdapat hal-hal yang 

memberatkan, misalnya, pada kasus Agus Condro Prayitno yang awalnya 

divonis hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi 

menjadi 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan Hakim memberikan penilaian 

bahwa terdakwa Agus Condro Prayitno dianggap tidak terdapat hal-hal 

yang “memberatkan”. 

Kesimpulan   

Berdasarkan latar belakang masalah, hasil penelitian dan pembahasan, 

maka dapat disimpulkan bahwa :  

1) Ada2 (dua) agumentasi perlunya perlindungan hukum bagi Whistle-Blower,

sebagai berikut:  

a) seorang Whistle-Blower itu berperan sebagai pelapor yang berani 

melaporkan adanya suatu dugaan tindak pidana korupsi, dan yang 

melibatkan dirinya, maka seeorang Whistle-Blower itu perlu 

mendapatkan apresiasi; dan 

b) seorang Whistle-Blower yang berperan membongkar adanya jaringan 

organisassi kejahatan luar biasa (extraordinary crime), di mana 

seorang Whistle-Blower mendapat ancaman, baik bagi dirinya maupun 

keluarganya, sehingga keselamatan Whistle-Blower sebagai saksi yang 

(penghargaan) berupapa kkkeereriiinganan huhuh kukukumamm n dan Hakim dapat memberikan 

penilaian teerhrhrhadadap Whistle-Blower dianggap ttidididakaka   terdapat hal-hal yang 

membmbmbereratkan, misalnyaa,a, ppadadada a a kakakasususus ss AgAgAgusus Condro Prrayayyitititno yang awalnya 

ddidivonis hukuumamamann n pepep njara sellama 11 ((satutuu)) ) tatatahuhuhun nn 6 (enam) bbulululanaa  dikurangi 

memeenjnjnjadadadi i i 111 (satatu)u)u) ttahun 3 (tiga) bulan dan HaHaHakik m mememembmbmberere ikan pppenee ilaian 

bababahwhwhwa a teteterdakwa Agus Condro Prayitno dianggap tttididi akkk tterererdadadapapapat hahaal-l-l hal 

yangngng “memberatkan”. 

KeKeKesiimpmppulan   

Berdasarkan latar belakang masalah, hasil penelitian dan pppembahaasasasannn, 

mmmaka dapat disimpulkan bahwa :  

1) Ada2 (duduuaaa))) agagagumumumenenentatatasisisi pppererrlululunya peeerlrlrliininduduungngngananan hhukukukuuukkkk mmm bab gi Whistle-Blowwwererer,

sebagai berikut:  

)a)a) seseseorororanananggg WhWhWhisisistltltlee-e-BlBlBlowoo er itu beerprprperererananan sssebebebagagagaiaiai pppelelelapapapoor yyyananang g g bebeberrrani 

memelalalapopoporkrkrkanan aaadadadanynynya a a susuatatatu u u dududugagaanann tttininindadadak k k pipipidadadananana kkororupupupsisisi,, dadadannn yang 

melibatkan dirinya, maka seeorang Whistle-BlBlBlower itu perlu 

mendapatkan apresiasssi; dan 

b) seorang Whistle-Bloweerer yangg bbberperan membongkar adanya jaringan 

organisassi kejahatan luluuararr biasa (extraordinary crime), di mana 



 
 

 
 

melaporkan sangat terancam maka perlu mendapatkan perlindungan 

khusus dari pemerintah. 

2) Bentuk perlindungan yang tepat bagi Whistle-Blower dalam penyelesaian 

tindak pidana korupsi adalah : perlindungan represif; perlindungan 

preventif; perlindungan fisik dan psikis; dan perlindungan hukum. 
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